SALINAN

g h.:“",-__.*.',alw- -

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA ERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan

Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3804) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Panial, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 33 12) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 {tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400j;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 teniang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573];
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggola Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575};

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 fentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota
DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 ft{entang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
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tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan DPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
337);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Papua Barat Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 18};

35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Papua Barat Tahun 2022
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 123};

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 /2022
tentang  Alokasi Transfer Ke  Daerah  Untuk
Provinsi/Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Papua
Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1329};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan berasih dalam periode tahun anggaran
Berkenaan.

Relanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Dacrah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.
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Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikuinya.

Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan fidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Jatau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaran bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaran bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau
keaadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
atau pemesukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
Pajak Restoran adalah pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

’ajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan hiburan.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
Pajak Air Tabah adalah pajak atas pengembilan dan/atau pemanfaatan
air tanah.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyclenggaraan tempal parkir diluar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan scbagai sesuatu, termasuk penyediaaan tempat

penitipan kendaraan bermotor.

_ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan

pertambangan.
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Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolchan asct letap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (salu} periode
akuntansi.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keperluan darurat mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 {satu) tahun anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua (ransaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan
pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk

membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar

Rp.4.910.620.880.589,00 (empat trilyun sembilan ratus sepuluh milyar enam

ratus dua puluh juta delapan ratus dclapan puluh ribu lima ratus delapan

puluh sembilan rupiah }, yang bersumber darti:

a
b

C.

(1)

. pendapatan asli daerah;

. pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
Anggaran pendapatan asli dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.640.881.515.682,00 (enam ratus empat
puluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima belas
ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;
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c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.496.768.283.140,00 (empat ratus sembilan puluh enam milyar
tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
seratus empat puluh rupiahj.

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul D
direncanakan sebesar Rp.5.145.661.647 (lima milyar serratus empat puluh
lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh
rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan  sebesar
Rp.35.424,194.310,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh
empat jula seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah }.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.103.543.376.585,00 (seratus tiga
milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu

lima ratus delapan puluh lima rupiah ).

Pasal 5
Anggaran pajak dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf direncanakan sebesar Rp.496.768.283.140,00 (empat ratus
Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua
ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah}, yang terdiri
atas:
a. pajak kendaraan bermotor;
b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKBJ;
d. pajak air permukaan; dan
e. pajak rokok.
Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a
direncanakan sebesar Rp.96.634.955.000,00 (sembilan puluh enam milyar
enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu
rupiah };
Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)} scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.630.847.000,00 (enam
puluh dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh

tujuh ribu rupiah);
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Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.240.000.000.000,00 (dua
ralus empat puluh milyar rupiahj;

Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.1.396.944.000,00 (satu milyar tiga ratus
sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu
rupiah);

Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e direncanakan
sebesar Rp.96.105.537. 140,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus lima

juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiahj;

Pasal 6
Anggaran pajak kendaraan bermotor schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {1) huruf a direncanakan sebesar Rp.96.634.955.000,00 (sembilan
puluh enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima
puluh lima ribu rupiah |, yang terdiri atas:
a. mobil penumpang — sedan;
b. mobil penumpang — jeep;
¢. mobil penumpang — minibus;
d. mobil bus — microbus;

mobil bus - bus;

£%
‘

mobhil barang/beban - pickup;

mobil barang/beban — light truck;

S

mobil barang/beban - truck;

e
'

mobil barang/beban — blind van;

j. sepeda motor — sepeda motor roda dua; dan

k. sepeda motor — sepeda motor roda tiga.

Mobil penumpang - sedan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.674.883.161,00 (enam ratus tujuh puluh empat
juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh satu
rupiah}.

Mobil penumpang — jeep scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp. 5.546.929.204,00 (lima milyar lima ratus empat
puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat
rupiah).

Mobil penumpang — minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan schesar Rp.35.988.701.986,00 (tiga puluh lima milyar
Sembilan ratus delapan pulluh delapan juta tujuh ratus satu ribu

Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
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(5) Mobil bus - microbus secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.418.307.385,00 (empatl ratus delapan belas juta
tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

(6) Mobil bus - bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e
direncanakan sebesar Rp.85.546.298,00 (delapan puluh lima juta lima
ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(7) Mobil barang/beban - pickup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.17.260.2064.838,00 (tujuh belas milyar dua ratus
enam puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga
puluh delapan rupiahi.

(8) Mobil barang/beban — light truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp.9.111.352.574,00 (Sembilan milyar
seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh
empat rupiah).

(9) Mobil barang/beban — truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.3.712.651.539,00 (tiga milyar tujuh ratus dua
belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan
rupiah).

(10} Mobil barang/beban - blind van sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf i direncanakan sebesar Rp.54.976.127,00 (lima puluh empat milyar
sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah ).

(11) Mobil sepeda motor - sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf j direncanakan sebesar Rp.23.688.722.559,00 (dua
puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua
puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

(12) Mobil sepeda motor - sepeda motor roda tiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.92.619.329,00 (sembilan
puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua pulub

scmbilan rupiahj.

Pagal 7
Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek
pendapatan).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan scbesar
Rp.5.505.620.880.586,00 (lima trilyun lima ratus lima milyar enam ratus dua
puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh enam

rupiah ), yang terdiri atas belanja:



o

o

(2)

(3]

(4)

(5]

(6)

_]_3_

operasional;
modal;
tidak terduga; dan

transfer.

Pasal 9

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a direncanakan scbesar juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga
ratus delapan puluh lima rupiah Rp.2.338.833.246.207,00 (dua trilyun
tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua
ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas
belanja:
a. pegawai;
b. barang dan jasa;
¢. bunga;
d. subsidi;
e. hibah; dan

bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a
direncanakan sebesar Rp.860.053.505.373,00 (delapan ratus enam puluh
milyar lima puluh tiga juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga
rupiah ).
Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.101.303.250.776,00 (satu trilyun seratus satu
milyar tiga ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh
puluh enam rupiahj.
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.0,00 (nol).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.376.886.520.258,00 (tiga ratus tujuh puluh enam milyar
delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu dua
ratus lima puluh delapan rupiahj.
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.589.969.800,00 (lima ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus

rupiah}.
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Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.860.053.505.373,00 (delapan ratus enam

puluh milyar lima puluh tiga juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh

puluh tiga rupiah ), yang terdiri atas:

a.
b.

.

gaji dan tunjangan ASN;

belanja tambahan penghasilan ASN;

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obycktif lainnya
ASN;

belanja gaji dan tunjangan DPRD;

belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
belanja gaji dan tunjangan MRP/MRPPB;

belanja pegawai BOS; dan

belanja pegawai BLUD.

Pasal 11

(2) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.434.327.264.412,00 (empat

ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tujub juta dua ratus

enam puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

L.

gaji pokok ASN;

. belanja tunjangan keluarga ASN:

belanja tunjangan jabatan ASN

belanja tunjangan fungsional ASN:

belanja tunjangan fungsional umum ASN;
belanja tunjangan beras ASN;

belanja tunjangan PPH /tunjangan khusus ASN;
belanja pembulatan gaji ASN;

belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
belanja iuran jaminan hari tua ASN; dan

belanja tunjangan khusus ASN.

(3) Gaji Pokok ASN schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.268.730.410.096,00 (dua ratus enam puluh

delapan milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus sepuluh ribu

sembilan puluh enam rupiah).

(4} Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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huruf b direncanakan sehesar Rp.33.715.647.466,00 (tiga puluh tiga
milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu
empat ratus enam puluh enam rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.15.421.337.770,00 (lima belas milyar
empatl ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh
ratus tujuh pulluh rupiahj.

(6) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayal (1}
huruf d direncanakan sebesar Rp.2.410.743.700,00 (dua milyar empat
ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.382.804.325,00 (sepuluh
milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tiga
ratus dua puluh lima rupiahj.

(8) Belanja Tunjangan Beras ASN schagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf [
direncanakan sebesar Rp.29.291.653.248,00 (dua puluh Sembilan milyar
dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua
ratus empat puluh delapan rupiahj).

(9) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.431.598.303,00 {enam
belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh
delapan ribu tiga ratus tiga rupiah).

(10) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.3.058.656.654,00 (tiga milyar lima puluh delapan
juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat
rupiah }.

(11) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.621.987.228,00 (dua puluh dua
milyar enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

(12) Belanja luran Jaminan Kecclakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf j direncanakan sebesar Rp.4.219.632.593,00 (empat milyar
dua ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus
sembilan puluh tiga .

(13) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp.7.935.404.815,00 (tujuh milyar Sembilan
ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima belas
rupiah).



(14)

(15)

.o

Belanja Jaminan Hari Tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
| direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
direncanakan sebesar Rp.20.107.388.214,00 {dua puluh milyar seratus
tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat belas

rupiah).

Pasal 12

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja)

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan secbesar

Rp.644.999.999.997,00 (enam ratus empat puluh empat milyar sembilan

ratus sembilan puluh scmbilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan

ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah}, yang terdiri atas:

a.
by.

(1}

(2]

(3)

penerimaan pembiayaan; dan

pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a direncanakan sebesar Rp.644.999.999 997,00 {enam ratus empat
puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh rupiah), yang terdir atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

¢. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran secbelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a direncanakan sebesar
Rp.644.999.999.997,00 (enam ratus empat puluh empat milyar sembilan
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
Pencairan dana cadangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.0,00 (noll.



(4)

(3)

(6]

(7)

I i

Hasil penjualan kckayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.0,00 [nol).
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp.0,00 {nol).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.644.999.999.997,00 (enam ratus empat puluh
empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
rupiah).

Pasal 15
Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.644.999.999.997,00 (enam ratus empat puluh empat milyar sembilan
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiahj.

Pasal 16

(1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 avat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiahj.

(2) Anggaran  penghcmatan  belanja  sebagaimana  dimaksud dalam

direncanakan sebesar Rp.634.999.999.997,00 (enam ratus tiga puluh
empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
rupiahj.

Pasal 17

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah)), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal daerah;

¢. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. pemberian pinjaman daerah; dan



(2)

(3)

(4

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2]

(3)

(1)

o L

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf

a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pemberian pinjaman daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.0,00 {nol).

Pasal 18
Anggaran pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) hurul a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri
atas:
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. dst (sesuai dengan objck pada pembentukan dana cadangan).
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);

Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19
Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri
atas:
a. penerusan pinjaman; dan
b. dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan}.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);

Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

Pasal 20
Selisih antara anggaran pendapatan daecrah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.594.999.999.997,00

{lima ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh
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sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan

ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(2} Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan scbhesar
Rp.594.999.999.997,00 (lima ratus sembilan puluh empat milyar sembilan
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiahj.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) ini terdiri dari:

a.

Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran [I Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

-. Lampiran 11l Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

. Lampiran [V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Baniuan Sosial;

Lampiran VDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerina, dan Besaran Belanja
bagi hasil;

Lampiran VII Rencana Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,

Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan Pembiyaan;

. Lampiran VI Rincian DBII-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/tambahanDBH Minyak dan Gas Bumi Menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiyaan;

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurui Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiyaan;

Lampiran X Sinkroniasasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan



=20 -

Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dengan Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pclaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19660705 199201 2 022



